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Pendahuluan

Asas itikad baik merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian Indonesia yang
diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas ini mengatur bahwa para pihak harus bertindak
dengan itikad baik atau kejujuran saat melakukan perjanjian. Hal ini berarti bahwa para pihak harus
saling menghormati, memberikan informasi yang jujur, serta tidak melakukan tindakan yang
merugikan pihak lain dalam perjanjian. Dengan menerapkan asas itikad baik, diharapkan perjanjian
vang dibuat akan berjalan dengan baik dan dapat tercapai tujuan yang diinginkan oleh kedua belah
pihak. Oleh karena itu, asas itikad baik menjadi penting untuk diterapkan dalam pembentukan
perjanjian. Ketika salah satu pihak mengambil keuntungan dari situasi yang sulit atau memaksa pihak
lain untuk menyetujui suatu perjanjian, maka terjadilah penyalahgunaan keadaan, atau misbruik van
omstandigheden. Situasi ini mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, atau pribadi para pihak yang
terlibat dalam kontrak. Penyalahgunaan keadaan merupakan pelanggaran terhadap prinsip itikad
baik, dan dapat menyebabkan kontrak dibatalkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaiji peristiwa hukum dari poin-poin putusan
dan bagaimana akibat hukum setelah putusan dibuat. Kasus ini menunjukkan pentingnya asas itikad
baik dalam kontrak untuk mencapai keadilan dan menghindari penyalahgunaan keadaan yang dapat
merugikan salah satu pihak.




Kronologi Penyalahgunaan Keadaan pada Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PN/Mlg

Melihat celah untuk
Berawal dari Perjanjian Jual memanfaatkan kondisi Ketidakkonsistenan isi
Beli Rumah milik Penggugat psikologis penggugat rekovensi perjanjian surat kuasa khusus
Rekovensi yang berlokasi di yang sudah lansia (pikun) dan dan perjanjian pemberian surat
Jalan green wood golf utama kurang pengetahuan dalam kuasa khusus
No 3, Desa Tirtomoyo, Pakis, hukum sehingga sudah tidak
Malang cakap
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana implikasi hukum penyalahgunaan keadaan terhadap
pembatalan kontrak pada Putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/Pn Mlg ?

c.id . umsida1912 ¥ umsida1912 § dﬁ%’rfx'ﬁf ZZZZZZ © umsidal912

sssssss

@ www.umsida.



Metode Penelitian

Melakukan studi kasus (case

approach) mengkaji Putusan _ _ _Data sekunder berasal dari
No. 299/Pdt.G/2022/Pn Mlg Data primer berasal dari literatur hukum, jurnal ilmiah,

mengenai penyalahgunaan dokumen putusan pengadilan. buku teks, dan peraturan

keadaan dalam perjanijian jual perundang-undangan

beli rumah yang berkekuatan
hukum tetap.
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Penelitian Terdahulu

* Fadil (2023) “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Kredit Bank” mengkaji bahwa dalam hukum
Indonesia tidak secara eksplisit diatur. Hal ini dapat terjadi karena ketidaksetaraan posisi tawar pihak lain
dalam perjanjian kredit. Namun dalam artikel ini kurang membahas topik secara menyeluruh terkait
ﬁnaéisis mendalam prinsip-prinsip perjanjian dan bagaimana implikasi dari doktrin penyalahgunaan
eadaan.

* Dwi, Artaiji, PupuDg (2022) "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian
Apabila Terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan” mengkaji bahwa bagaimana upaya perlindungan
hukum untuk pihak yang telah dirugikan atas penyalahgunaan keadaan. Dalam artikel ini kurang
membahas analisis kritis tentang efektivitas dalam me indun%i hak dalam perjanjian kontraktual.

® Abbasy é2022) ‘Klausula Perjanjian Kredit Bank BNI" meng a[i tentang penyalahgunaan keadaan oleh
pihak kreditur karena posisi yang tidak seimbang. Banyak kalusul yang memberatkan dari sisi pihak
Ell_ebitur.kNamun dalam artikel ini terdapat kekurangan data empiris yang mendukung pernyataan yang
ipaparkan.

® Persamaan artikel terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas terkait
penyalahgunaan keadaan sebagai dalil pembatal perjanjian (misbruik van omstandigheden) dan
melanggar asas itikad baik erban'ian. Perbedaannya dalam penelitian ini terletak pada studi kasus-pada
putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/Pn Mlg yang memanipulasi surat kuasa khusus sebagai dalil
pembatalan kontrak. Serta menjelaskan analisis kasus keabsahan, ruang lingkup kebebasan kontrak dan
benvalahgunaan keadaan yang dapat membatalkan sebuah kontrak.
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A. ANALISIS KEABSAHAN KONTRAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI INDONESIA
B. ANALISA PENYALAHGUNAAN KEADAAN PADA PUTUSAN NOMOR 229/Pdt.G/2022/PN Mlg
C. AKIBAT HUKUM PADA PUTUSAN NOMOR 229/Pdt.G/2022/PN Mlg
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A. ANALISIS KEABSAHAN KONTRAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI INDONESIA

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur keabsahan kontrak di
Indonesia, menetapkan empat persyaratan utama agar perjanjian dianggap sah: kesepakatan yang
mengikat antara para pihak, kecakapan hukum para pihak, objek yang jelas dan spesifik, dan dasar
hukum yang sah. Kontrak harus didasarkan pada kehendak bebas tanpa tekanan, dan para pihak
vang terlibat harus memiliki kapasitas hukum. Isi kontrak harus jelas dan tidak melanggar hukum
atau kesusilaan yang berlaku. Beberapa kontrak memerlukan bentuk tertulis, sementara yang lain
dapat dilakukan secara lisan. Kontrak dapat dibatalkan karena kesalahan, penipuan, atau
kekurangan informasi. Selain dari ketiga alasan kegagalan kehendak yang disebutkan dalam Kode
Kehakiman (kesalahan, penderitaan, dan penipuan), pelanggaran keadaan dapat menijadi alasan.

Dalam hal penyalahgunaan keadaan dalam putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/Pn Mlg terlihat
bahwa terdapat unsur penipuan atau pemanfaatan unsur kekhilafan dari pihak tergugat rekovensi.yan
mengubah isi surat kuasa khusus penggugat rekovensi lalu memanfaatkan kondisi lansia (pikun%
penggugat rekovensi dalam membuat sebuah perjanjian sehingga berakibat tidak sahnya perjanjian.
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Lanjutan...

B. ANALISA PENYALAHGUNAAN KEADAAN PADA PUTUSAN NOMOR 229/Pdt.G/2022/PN Mlg

Ketika salah satu pihak mengambil keuntungan dari kelemahan pihak lain, seperti kesulitan
ekonomi, hubungan kerja, atau kondisi kesehatan yang mendesak, untuk mendapatkan keuntungan
vang tidak setara, penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian menghasilkan kewajiban timbal
balik yang tidak adil, yang mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian besar. Dalam kasus
Putusan No. 299/Pdt.G/2022/PN Mlg, tergugat rekonvensi mengeksploitasi usia penggugat dan
ketidaktahuan hukum untuk mengubah isi surat kuasa, membuat perjanjian jual beli rumah yang
merugikan penggugat. Pengadilan menemukan adanya penipuan dan pemanfaatan keadaan,
sehingga perjanjian tersebut tidak sah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam isi perjanjian dan
tergugat memanfaatkan keadaan untuk menguntungkan psikologis dan kepercayaan penggugat.
Menurut Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, perjanjian harus dibuat dengan itikad baik, termasuk
kejujuran dan kesesuaian dengan peraturan dan kesusilaan. Majelis hakim menyatakan bahwa
surat kuasa khusus tersebut tidak sah karena adanya penipuan, kekhilafan, paksaan, dan
penyalahgunaan keadaan, yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam
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Lanjutan...

C. AKIBAT HUKUM PADA PUTUSAN NOMOR 229/Pdt.G/2022/PN Mlg

Berdasarkan Putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PN Mlg, Tergugat Rekonvensi telah
menyalahgunakan keadaan saat menerbitkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Perjanjian Pemberian
Kuasa. Akibatnya, kedua dokumen tersebut dianggap tidak sah atau batal karena dibuat tanpa
persetujuan bersama dan merugikan Penggugat Rekonvensi. Selain itu, konsekuensi hukum dari
keputusan ini termasuk kerugian materi yang dialami oleh Penggugat Rekovensi karena rumahnya
telah dihuni oleh Tergugat Rekovensi selama satu tahun dan tiga bulan tanpa menerima
pembayaran yang tepat. Menurut Pasal 1548 KUHPER, sebagai bagian dari konsep penjualan dan
pembelian, seorang penjual harus menyediakan barang yang ditawarkan dan seorang buyer harus
membayar harga yang telah disepakati. Akibatnya, kondisi rumah Penggugat Rekovensi bisa juga
mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan kondisi awal.
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Temuan Penting dan Manfaat Penelitian

®* Temuan Penting:

Mengkaji, dan Mengeksplorasi studi kasus pada putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/Pn Mlg vyang
memanipulasi surat kuasa khusus. Serta menjelaskan analisis keabsahan, ruang lingkup kebebasan
kontrak dan penyalahgunaan keadaan yang dapat membatalkan sebuah kontrak.

* Manfaat:

Memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keadilan hukum dengan mengidentifikasi
dan mengatasi jebakan penyalahgunaan keadaan sebagai dalil pembatalan kontrak vyang
bertentangan dengan keabsahan kontrak.
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Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur keabsahan kontrak dalam
sistem hukum Indonesia, dengan menetapkan empat persyaratan utama: kesepakatan yang
mengikat, kecakapan hukum para pihak yang terlibat, objek yang jelas, dan dasar hukum yang sah.
Menurut Putusan No. 299/Pdt.G/2022/PN Mlg, penyalahgunaan keadaan dapat membuat kontrak
menjadi tidak sah. Dalam kasus ini, tergugat rekonvensi memanfaatkan kondisi tergugat rekonvensi
vang sudah lanjut usia untuk membuat perjanjian yang tidak adil dan merugikan penggugat.
Akibatnya, Surat Kuasa Khusus dan Perjanjian Pemberian Kuasa dinyatakan tidak sah.

Salah satu akibat hukum dari putusan ini adalah kerugian materiil yang diderita oleh
Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari pengambilan barang miliknya tanpa pembayaran yang
sah. Selain itu, pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Pasal 1548
KUHPerdata yang mengatur bahwa penjual harus menyerahkan barang dan pembeli harus
membavyar harga yang telah disepakati, dalam hal ini telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi,
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